
 
 
 
 
 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA 
NOMOR : 11/HM.02-Kpt/7408/KPU-Kab/VII/2021 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN LAMAN, E-MAIL DAN AKUN MEDIA SOSIAL 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  pada 
   Pasal  20  Huruf  c,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 
   2017   tentang   Penyelenggaraan   Pemilihan   Umum 
   bahwa   kewajiban   KPU   Kabupaten/Kota   adalah 
   menyampaikan semua informasi penyelenggaraan 
   pemilu kepada masyarakat;     

  b. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) 
   Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2012  tentang 
   Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 
   yang  menyatakan  Biro  Hukum  dan/atau  unit  kerja 
   yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan 
   yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga 
   Pemerintahan  Non  Kementerian  wajib  membentuk 
   organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
   di lingkungannya;      

  c. bahwa    berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
   dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b,  perlu  menetapkan 
   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 
   Selatan Tentang Penetapan Laman, E-Mail dan Akun 
   Media  Sosial  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi 
   Hukum  (JDIH)  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten 
   KOLAKA UTARA.       

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang 
   Informasi dan Transaksi Eletronik  (Lembaran Negara 
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan 
   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843) 
   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang 
   Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- 
   Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
   Transaksi   Eletronik   (Lembaran   Negara   Republik 
   Indonesia   Tahun   2016   Nomor   251,   Tambahan 
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; 
  2.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
   Keterbukaan   Informasi   Publik   (Lembaran   Negara 
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
  3.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
   Pemilihan   Umum   (Lembaran Negara Republik 
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  Indonesia   Tahun   2017   Nomor   182,   Tambahan 
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
  4.   Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2012  tentang 
  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 
  Nomor 82);        

  5.   Peraturan   Kementerian   Hukum   dan   Hak   Asasi 
  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2013 
  tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi 
  dan   Informasi   Hukum   (Berita   Negara   Republik 
  Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);   

  6.   Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun 
  2015  tentang  Pengelolaan  dan  pelayanan  Informasi 
  Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 
  7.   Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun 
  2019  tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum, 
  Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Komisi 
  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  (Berita  Negara 
  Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   320), 
  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir 
  dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
  Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
  Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
  Umum   Provinsi,   dan   Komisi   Pemilihan   Umum 
  Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 
  Tahun 2020 Nomor 1763);     

  8.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
  2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Pemilihan 
  Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
  dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
  Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 
  Tahun 2020 Nomor 1236);     

  9.   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
  134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 
  Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 
  Umum;        

Memperhatikan  : 1.   Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Sulawesi 
  Tenggara Nomor 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021. 

  

  

  

   MEMUTUSKAN :      

Menetapkan :  KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN 
  KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN LAMAN, E-MAIL 
  DAN  AKUN  MEDIA  SOSIAL  JARINGAN  DOKUMENTASI 
  DAN  INFORMASI  HUKUM  (JDIH)  KOMISI  PEMILIHAN 
  UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.   

KESATU : Menetapkan  Laman, E-Mail dan Akun  Media  Sosial 
  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (JDIH) 
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOLAKA UTARA. 
KEDUA :  Laman, E-Mail dan Akun Media Sosial Jaringan 
  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (JDIH)  sebagaimana 
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dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut : 
1. Laman : https://jdih.kpu.go.id/sultra/kolut/ 
2. E-Mail : jdihkpukolut@gmail.com 
3. Facebook : Jdih Kpu Kolut 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan  di  Lasusua 

pada tanggal 09 Juli 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOLAKA UTARA, 

 
TTD 

 
SUSANTI HERNAWATY 
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